LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

M. Serl.
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2003
TEMTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIMAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a  Bohwa dengan telah ditetapkannya Peraturan  Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tohun 2002 fenfang
Perubahan gtas Peraturan Doeroh Momer 19 Tahun 2000
tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata kerja Dinas Daerah
Kabupaten, maka dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas
Dinos  Perindustrion  dan  Perdagangan perlu  dilakukan
Penjobaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan

perdagangan Kabupaten Muara Enim ;
b, Bohwa berdasarken periimbangan sebagimana dimaksud huruf
a perlu menetapkan Keputusan Bupali Muara Enim, fentang
Penjabaran Tuges pokok don fungsi Dinos Perindustrian dan

Perdagangan Kabupalen Muara Enim.
Mengingat  : 1. Undang-undang Megora Republik Indonesio Momor 28 Tahun

1959 tentang Pembentukan doerch Tingkat || don Kotapaja di
Sumatera Selatan | Lembaran Megara Republik Indonesia tahun
1959 Memor 73 Tombohan Lembaran Megara Republik
Indonesio Momor 1821 | ;

2. Undang- undang Repulik Indonesia Memor 22 Tohun 1999
tentang Pemerintahan Daerah | Lembaran Negarg Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambaohan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3839 | ;

3. Undang-undang Megara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1999 tentang Permbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah | Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor
3848) ;

4. Undang-undang Megara Republik Indonesia Momor 8 Tahun
1974 tertang Pokok-pokok Kepegawaion [ Lembaron Réghtad V]
Republik Indenesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia NMomer 3041 | sebagaimang tel
divbah dengan undang-undang MNomor 43 T
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Tambaohan Lembaran Megara Republik Indonesia Mo eie AL g
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Percfuron Pemerintah Republik indonesig Nomar 25 Tahun 2000
tentang Kewenangen Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Doerah Ctonom [ Lemboran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negard Nomor
3952 ).

iy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 8 Tahun 2003

6. fentong Pedeman Organisosi Perangkat Doerch | Lembaran
Megara Republik Indoriesia Tahun 2003 Momor 14, Tambahan
Lembaren Negara REepublik indonesia Normor 4262 ) ;

Keputuson Presiden Republik Indenesia Nomor 44 Tahun 1999

7. fentang tentang Tekrih Peryusunan Peraluran Perundang-
undangon dan beniuk Rancangon Undang-undeng, Eancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepulusan Presiden
| Lembaran negara Republik Indonasia Tahun 1999 Morer 70 ) |

Paraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tehun 2000

8  tentong Kewsnangan Pemerinfoh Kabupaten Muara Enim
[ Lembaran Doerah Kabupaten Muara Enirn Tahun 2000 NMomeor
26} ;

Peraturan Doeroh Kabupaten Muara Enim Momor 20 Tahun

9 2007 tentong Perubohon atos Peraturan Doesrah Kabupaten
Muara Enim Momor 19 Tohun 2000 tentong Pembentukan
Organisasi dan Tota ¥Kerja Dings Doeroh Kobupaten Muara
Enim

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  © KEPUTUSAN BUPATI TENTAMG PEMJABARAN TUGAS POKCOK DaN

FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
MLLARS ENIV

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yong dimaksud dengan

L

Daerch adalah Kabupaten Muara Enim

Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabupoten Muara Enim

Bupati adalah Bupati Muara Enirm

Wakil Bupati adaloh Wakil Bupati fMuara Enim

Sekretaris Daerah adaloh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Dinas Perindustrion dan Perdangangan adaleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Muara Enim,

Kepala Dings adalah Kepalz Dinos Perindustian dan Perdagengan
Kabupaten Muara Enim.

C Unit Pelaksana Teknis Dinos adola Unit Pelgksana  Teknis  Dings

Perindustrian dan Perdegangan Kabupaken Muara Enim.

9. Kelompok ...
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9. kelompok Jabaton Fungsional adalah Keleompok Pegowoi Neger Sipil
yvang diber fugas, wewenang dan hok secara penuh oleh Pejabalanyang
berwenong untuk melaksanokon kegicton yong sesuai dengan profes
keahlioon dalam rangka mendukung kelancaran fugaes Pemenniah.

BAB Il
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGS
Pasal 2

[1}) Dinas Perindustrion dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Coerah dibidang Perindustrian don Perdagangaon ;

(2] Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Cinas
yang berada dibowaoh dan berfanggung jowab pada Bupati Muara Enim
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinos Perindustrien don Perdogongon mempunyai  tugos melaksanakan
urusan rumah tfanggo Daeroh dalom bidang perindustrian dan Perdagangan
vang menjadi tenggung jowaobnya meliputi pembinaan perindustrian dan
perdaogangan, pendaftaran industi kecil dan  menengah, pendaftaran
perusahaan, pengelelaan pasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan fugas lersebut pada pasal 3, Dinas Perindustrion

dan Perdagangan mempunyai fugas -

a. Perumusan kebijokan feknis perindustrian,  pengelelaan pasar dan
perdagangan ;

b. Peloksonoon pembinaan, industin  daon kergjinen  rumah  tangge,
pengelolaon pasar dan perdagongan ;

c. Pelaksanoon pembinoan, pengowasan dan pemberion izin dibidang
perindustrion, pengelcloon poasar don perdagangon, pengoturan don
pelaksanoan pembinaan kemetrologian ;

d. Pelaksanaan, pemantouan dan evaluasi pengadaan dan penyaluran mata
dangangan serta perlindungan konsumen

e. Pelaksangan pembinaan, pengawosan dan bimbingan teknis ternadap
unit-unit dilingkungan Ginas Perindustrion dan Perdagangan ;

f. Pelaksonoan penyuluhan  dibidang  industi, pengelelaan pasar  dan
perdagangan ;

q. Pelaksonaan vrusan kefotalaksanaon dan perlengkapan,
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BAE I
ORGAMISASI
Bagian Pertama
SUSUNAMN ORGANISASI

Pasal 5

Dincs Perindustrian dan Perdagangan terdir dar :

@ rennTo

Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha

Sub Dinas Perindustrion

sub Dinas Pengelolaan Pasar
Sub Dinas Perdagangan

Unit Pelaksona Teknis Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagion Tata Uscha mempunyal tugas melaksanakan urusan penyusunan
orogram dan perencanaan, kepegawdion, kevongan, perlengkapan rumah
tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaparan

Pasal 7

Untuk menyelengoarokan  fugas tersebut pada posal &, Bogion Tata Usaha
mempunyal fungsi ;

i

Penylapan bahan dan keordinasi pelaksanoan  penyusunan  rencand
program kerja dan pelaporan ;

Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaiaon ;

. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrosi keuangan ;

Pelaksanaan urusan umum, ruman fangga, perlengkapan, naskah dinas
dan kearsipan kehumasan dan peralanan dinas ;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh alasan

Paosal 8

Zagian Tata Usaha terdiri dari .
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
b. Sub Bagion Keuangan ;

|

Sub Bagion Umum.

Pasal 9 ...



=
Pasal 9

M Sub Bogion Perencanoan den Peraperan mempunyal fugas melaksanarkan
penyiopan bahan penyusunan rencana dan prograrn kerjo, pengumpulan
dan analisa data, penydjion data statistik serta penyiapan laporan ;

12} Sub bagian Keuangan mempunya tugas melaksanokan penyiapan bahan
penvusunan anggaran, pengelolacn administrasi keuangan, pembukuan,
melakukan perhitungan dan verifikasi serta pengurus perbendaharaon |

(3] sub Bogion Umum mempunyal tugas meloksanakan urusan administrosi
kepegowaion, rumah langge, perlengkapan, sural menyurat, kearsipan,
kehumasan, perjaanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.

Bagian Keliga
SUB DINAS PERINDUSTRIAN
Pasal 10

sub Dines Perndustrian dan Perdogangan mempunyai tugas melaksanakan
peryigpan  bohon  pedomon  dan pefunjuk  feknis  pembinacn dan
pengembangan sekfor kecil dan rumah fangge dan melipull pemberian izin
perindustrian serta memberikan pengawasan, pengamandan teknis dan tugas
pemantavan yang diberikan oleh Pemerintah atou Pemerntoh Propinst.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan  fugos tersebut poda pasal 10, Sub Dinos
Parindustrian mempunyal fungsi -
a, Perumusan kebijokan teknis pemberian sekior industri |

h. Pelaksanaar permbinoon industri berdosarkon date don potensi bahan
baku sumber daya alom doerah |

c. Fosilitasi peryelenggoroan kemitraan industr kecil, menengah , besar dan
sektor ekonomi lainnya ;

d. Pelaksanoon pervicpon bohon don petunjuk teknis  dalam  rangkd
pembinaan  don  pengembongan  wscha indusfri guna  mendorong
terciptanya iklim usaha yang sehat ;

&, Pelaksanoan pelatibon don perwuluhan bogi pengusoha kecll sektor
industn ;

. Peloksanaaon evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan sarana
dan uscha produksi sesuai dengan kefentuan yang berlaku ;

g. Pelaksonaan pembinaan, pengaiuran dan peningkatan kebijoksenaan
serta pernberian izin perindustriaan ;

h. Pelaksonaan twugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasail? ........o....
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Pasal 12

sub Dinas Penndustrian terdir dari :
a. Seksi Produksi ;

b, SeksilUsaha;

c. SeksiSarana,

Pasal 13

(1] Seksi Perindustrian mempuryal tugas meloksonakan penyiopan bahan
petunjuk. feknis  pengarchan  terhadop  pemberioon  pengembangan
industri/perusahaan dengan penerapan standar relost muty produk serfa
pengembang desain delam rangka mencar peluang pasar dan pangsa
pasar ;

2] Seksi usaha mempunyal fuges melaksenakan penylapan bahan petunjuk
teknis, penyampaian imfornasi  fimbal  balik,  pemberian mativasl,
permbinaan terhadap industi kecll dan industd rumah fangga melalul para
kemintraon/ Bapak ongkat dolom rangke pengembangan penyuluhan,
permodalan dan perizinan usaha industn ;

(3} Seksi sarana mempunyal tugas meloksanakan peryiapan bahan pefunjuk
teknis, pengarahan, pembinaon melipufi peralatan, mangjemen, teknologi
dan pengernbongan perusahoon industti don peloporan dalom rangka
pengembaongan kegiotan promeosi hasil-hasil industri kecil dan industri
rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Bagion Keempat
SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR
Pasal 14

sub Dinos Pengelolsan Pasar mempuryal tugas pengendalion operasionadl,
menyusun  rencana,  mengkoordinasikan  pelaksanaan operasona
dilapangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggorakan fugas tersebut poda pasel 14, Sub Dinags
Pengelclaan Pasar mempunyai fugas ;

a. Perumusan kebijaksanaan feknis pembinaan sektor pengelolaan pasar ;
b. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tugas dilapangan ;

. Peloksanaan penyigpan bohan dan petunjuk teknis dalom  rangka
pembinaan dan pengembangan serta penertibon posar

d. Pelaksanaan perumusan kebijokon teknis dalom rangka memberikon
bimbingan kepada petugas lapangan dan pedagang dipasar ;

e. Pelaksonaan evaluasi dan monitoring ferhadap pengelolaon pasar

f. Peloksanoan ...
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f. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh aiasan.
Pasal 16

Sub Dinas Pengelolaan Pasar terdin dari

a. Seksi Refribusi dan penaginan |

b. Seksi penafaon don penempatan ;

¢ Seksi Pemelihargon dan pengawasan pasar.

Pasal 17

(1) Seksi Retdbusi don Penagihon mempunyal  tugas  melaksonakan
peragihon restibusi sewo petok kios / los serta menyedickan karcis
harian;

12} Seksi Penataan dan Perempatan mempunyal lugas melaksanakan proses
nenunjukan pedagang yang okan menempati petak, kios / los posar

(3] Seksi  Pemeliharoon  don Pengowosan  Pasar mempunyal  tugas
melaksanakan  pemeliharoon, kebersiban, keindahan,  keterfiban dan
keamanan pasar.

Bogian Kelima
SUB DINAS PERDAGANGAN
Pasal 18

sub Dinas perdagangan mempunyal tugos melaksanokan penyiapan Danar,
pedoman dan petunjuk teknis pembinoan perdagangan, perdagangan
menengah dan kecil, penyaluran mata dagangan, pendaftran perusahaan
dan perzinan usaha perdagongan perlindungan kansumen.

Pasal 19

Untuk  menvelengoorakan tugos  fersebut pasa posal 18, Sub Dinds
Perdagangan mempunyal tugas -

a, Perumusan  kebijokan  teknis  dibidong  usoha  perdagangan dan
pengelolaan pasar ;

b. Peloksanaon pernbincan perdagangan menengah dan kecil ;
c. Pelaksanoan permbinaan kemetralogian ;

d. Pelaksongon pemantouan, evaluasi don monitoring  pengadaan dan
penyaluran mota dagangan ;

2. Pelaksonaan pemberion rekomendaosi izin usaho perdagangan besar,
rekomendasi ains penerbitan angka pengenal ekspor dan  pengenal
import serta pelayanan ;

f. Pelaksonoan penyelengooroon penerfibon izin tempat usoha, iz
perdagangan, izin usaha pasar modern dan tenda daftar peruschoan |

g. Peloksonoan penyelengaraon  don pengawesan  pemakaian ukuran,
takaran, timbangan dan perengkopon sera pemakaion barang-barang
dalom keadaan terbungkus ;

h. Peloksonaan pembearian surat keterangan asal mata dagangan

1. Pelaksanaan .. ...,
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i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan cieh atasan.

Pasal 20
Sub Dinas Perdagongan terdin dar
a. Seksi Pemberan Distribusl ;
b. SeksiBimbingan Usaha dan Perdagangan |
c. Seksi Pedindungan Kansumen

Pasal 20

N Seksi pemberion Distribust mempunyal lugas meloksanakan penyiapan
bohon  don  penyusunan  program pernbinaon  kegiatan promosi,
pemasaran  dan penyaluran  mata dogongon  serto pernantaucn
webutuhon, persediaan dan harga mala dagangan ;

12 Sekst  BimBingan Uscha dan  Perdagangan mempunyal  ugas
melaksanakan penyiopan bahan don penyusunan rencana bimbingan
uscha perdogongan, 1Zin ternpat Lscha don sarana perdagangen,
pendaftaran perusahaan ;

(3} Seksi Perlindungan Konsumen mempunyal iugas melaksanakan penyiapan
hahan dan  penyusunan  rencana pembinoan  penyelenggaraan dan
pengawasan  pemakalan ukuran, jokaran, fimbongon  don sarona
kemetrologion lainnya serta melakukan peryuluhan dan pengowosan
pemakaian borang dolam keadaan terbungkus.

Bagion Keendm

LINIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 22

Unit Peiaksana Teknis Dinas (UFTD} Dinas Serndustian dan Perdagangan
mempunyal  fugas melaksanakan  sebagian  1Ugos gperasional  Dinas
Darndustion don Perdogangan dibidang tertentu.

Posal 23

Unfuk menyelenggarakan ugas tersebut pasa pasal 22, unit pelaksana teknis
Dinas Perindustrian don Perdagangan rnempunyal fungst

a. Pelaksanaan sebagian fugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesual
dengan bidangnya ;

b Pelaksanaan urusan administrosi, keuangan dan rum ah tangga.

Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIOMNAL
Posal 24

Kelompaok Jabafan fungsional mempunyal Ugas melaksanakan sehagian
tugas Dinos sesuai dengen bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing
herdosarkan Peraturan Perundang-undangan yong berlaku

Pasal 25
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Pasal 25

(1} Kelompek Jabatan Fungsional terdin dari sejurnlah tenaga fungsional yang
terbagl dalam berbagai tenago fungsional sesuai dengan bidang
keahlicannya ;

[2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenagd
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;

(3) Jumlah fenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

(4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalom Keputusan ini sepanjong mengenai
pelaksanaannya akan ditetopkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundengkan.

Agar  supaya  sefiop  orang  dapat mengefahuings,  memeriniahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalom  Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan ~ di - Muara Enim

padatanggal 11 agusTIS 2003
BUPATI My.ﬂﬂﬂ EMIM
s B
VM T " -
KALAMUDIN DJINAP

Diundangken di  Muara Enim
padatanggal 11 asUsTiUE 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM
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